Menimbang

SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.1230-Bappelitbang/2024
TENTANG
DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
pembangunan, perlu didukung dengan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan
dibagipakaikan serta dikelola secara seksama,
terintegrasi dan berkelanjutan yang terkompulir dalam
Satu Data; |

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kota
Bandung, perlu dilakukan perencanaan data melalui
penentuan daftar data dan data prioritas sebagai acuan
pengumpulan data yang telah disepakati;

c. bahwa untuk pengumpulan data tahun 2025, Forum
Satu Data Kota Bandung telah mehyepakati Daftar Data
dan Data Prioritas yang akan dikumpulkan Perangkat
Daerah, untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan
Wali Kota,; |

d. bahwa  berdasarkan pertimb%angan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Data
Prioritas Daerah Tahun 2025; |



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoneia Nomor 3683);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5502);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112};

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023

tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2023 Nomor 11}; ’

MEMUTUSKAN:

Data Prioritas Daerah Tahun 2025.

Daftar Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

Data Prioritas Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan Indikator
Kinerja Perangkat Daerah Kota bandung, yang memuat:

Data Statistik; dan
Data Geospasial.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Data Prioritas Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU didasarkan pada:

a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD);

b. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra); dan

c. Usulan Produsen Data berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan.
Data Prioritas Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, memuat:
jenis data;
nama data;
produsen data,;
jadwal pemutakhiran;
dasar/rujukan prioritas; dan

=0 a0 oo

. perangkat daerah pengusul.

Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 5 September 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19760604 200604 1 002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.1230-Bappelitbang/2024
TENTANG

DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

Jadwal Perangkat
No Jenis Data Nama Data Produsen Data . Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
1 | Statistik Sektoral | Usia Harapan Hidup (UHH) Badan Pusat Statistik Tahunan SEB Mendagri dan Menteri Bappelitbang
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045
2 | Statistik Sektoral | Literasi Membaca SMP Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan 2021 tentang Standar Nasional
Teknologi Pendidikan
3 | Statistik Sektoral | Numerasi SD Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan 2021 tentang Standar Nasional
Teknologi Pendidikan




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
4 | Statistik Sektoral | Numerasi SMP Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan 2021 tentang Standar Nasional
Teknologi Pendidikan
5 | Statistik Sektoral | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Bappelitbang
(Tahun) 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan
6 | Statistik Sektoral | Harapan Lama Sekolah (Tahun) Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Bappelitbang
2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan
7 | Statistik Sektoral | Proporsi Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas yang Badan Pusat Statistik Tahunan SEB Mendagri dan Menteri Bappelitbang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/8]
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045
8 | Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik Tahunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bappelitbang
tentang Sistem Pendidikan Nasional
9 | Statistik Sektoral | Rata-Rata Lama Sekolah Badan Pusat Statistik Tahunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bappelitbang

tentang Sistem Pendidikan Nasional




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal‘ Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
10 | Statistik Sektoral | Harapan Lama Sekolah Badan Pusat Statistik Tahunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bappelitbang
tentang Sistem Pendidikan Nasional
11 | Statistik Sektoral | Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
12 | Statistik Sektoral | Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
13 | Statistik Sektoral | Persentase warga negara usia 7-18 yang belum Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
14 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
15 | Statistik Sektoral | Rata -rata kompetensi numerasi SD berdasarkan Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
asesmen nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
16 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen | Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
nasiona Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
17 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
asesmen nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
18 | Statistik Sektoral | Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
19 | Statistik Sektoral | Persentase warga negara usia 7-18 yang belum Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang

menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
20 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
21 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen | Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
22 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen | Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
23 | Statistik Sektoral | Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
asesmen nasional Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
24 | Statistik Sektoral | Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan Dinas Pendidikan Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
25 | Statistik Sektoral | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kementrian Pendidikan, Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
kompeten Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
26 | Statistik Sektoral | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
Sederajat Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
27 | Statistik Sektoral | Angka Parisipasi Murni SMP/MTs sederajat Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
28 | Statistik Sektoral | Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Sederajat Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
29 | Statistik Sektoral | Meningkatnya persentase SD/MI terakreditasi minimal B Badan Pusat Statistik Tahunan Peraturan Menteri Pendidikan, Bappelitbang

Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

30

Statistik Sektoral

Meningkatnya persentase SMP/MTs terakreditasi
minimal B

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

31

Statistik Sektoral

Meningkatnya persentase SMA/MA terakreditasi
minimal B

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

32

Statistik Sektoral

APK Jenjang SD/MI/Sederajat

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

33

Statistik Sektoral

APK SMP/MTs/sederajat

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

34

Statistik Sektoral

APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

35

Statistik Sektoral

Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti
pendidikan anak usia dini (PAUD)

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

36

Statistik Sektoral

Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Bappelitbang

37

Statistik Sektoral

Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Badan Pusat Statistik

Tahunan

SEB Mendagri dan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045

Bappelitbang




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

38

Statistik Sektoral

Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Dinas Kesehatan

Tahunan

SEB Mendagri dan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045

Bappelitbang

39

Statistik Sektoral

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita (%)

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Tahunan

SEB Mendagri dan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/8)
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045

Bappelitbang

40

Statistik Sektoral

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
(treatment coverage) (%)

Dinas Kesehatan

Tahunan

SEB Mendagri dan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045

Bappelitbang

41

Statistik Sektoral

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment
success rate) (%)

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021
tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Bappelitbang

42

Statistik Sektoral

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)

Tahunan

SEB Mendagri dan Menteri
PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/8J
tentang Penyelarasan RPJPD dengan
RPJPN Tahun 2025-2045.

Bappelitbang

43

Statistik Sektoral

Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Kepwal Kota Bandung Nomor 14 Tahun
2023 Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026.

Bappelitbang

44

Statistik Sektoral

Umur Harapan Hidup

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Permenkes Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024

Bappelitbang

45

Statistik Sektoral

Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Bappelitbang




Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

46

Statistik Sektoral

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuban Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

47

Statistik Sektoral

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Terstandarisasi

Dinas Kesehatan

Tahunan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

Bappelitbang

48

Statistik Sektoral

Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan IRTP
sesuai standar

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas

Bappelitbang

49

Statistik Sektoral

Persentase Kelurahan Siaga Aktif Purnamadan Mandiri

Dinas Kesehatan

Tahunan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang
Pedoman Umum Pengembangan Desa
dan Kelurahan Siaga Aktif;

Bappelitbang

50

Statistik Sektoral

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

51

Statistik Sektoral

Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Menerima
Imunisasi Dasar Lengkap

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

52

Statistik Sektoral

Presentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan
Layanan Jaminan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

53

Statistik Sektoral

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

54

Statistik Sektoral

Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Menerima
Imunisasi Dasar Lengkap

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

55

Statistik Sektoral

Prevalensi Ketidakcukupan Gizi (Underweight) pada
Anak

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

56

Statistik Sektoral

Prevalensi Stunting (Pendek dan S8angat Pendek) pada
Anak Baduta

Kementrian Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

57

Statistik Sektoral

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada
Anak Balita

Kementrian Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

58

Statistik Sektoral

Prevalensi Malnutrisi / Wasting (Berat Badan / Tinggi
Badan) Anak pada Usia < 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Kementrian Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

59

Statistik Sektoral

Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

60

Statistik Sektoral

Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang
Mendapatkan ASI Eksklusif

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

61

Statistik Sektoral

Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan, dan
Nifas

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

62

Statistik Sektoral

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun
yang Proses Melahirkannya Ditolong oleh Tenaga
Kesehatan Terlatih

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

63

Statistik Sektoral

Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80%
Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

64

Statistik Sektoral

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun
yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas
Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

65

Statistik Sektoral

Jumlah Kabupaten / Kota yang Mencapai Eliminasi
Malaria, Proxy : Annual Parasite Index

Kementrian Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

66

Statistik Sektoral

Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur Lebih dari
Sama dengan 18 Tahun

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

67

Statistik Sektoral

Jumlah Kabupaten / Kota dengan Eliminasi Kusta

Kementrian Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

68

Statistik Sektoral

Filariasis

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

69

Statistik Sektoral

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

70

Statistik Sektoral

Jumlah Kematian Bayi

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

71

Statistik Sektoral

Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

72

Statistik Sektoral

Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

73

Statistik Sektoral

Persentase Merokok pada Penduduk Umur Kurang dari
Sama dengan 18 Tahun

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

74

Statistik Sektoral

Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

75

Statistik Sektoral

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

76

Statistik Sektoral

Jumlah Kelurahan / Kelurahan yang Melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Dinas Kesehatan

Tahunan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

Bappelitbang

77

Statistik Sektoral

Data Penertiban Bangunan Liar di Area Sempadan
Sungai;

Satuan Polisi Pamong
Praja; ; Dinas Sumber
Daya Air dan Bina
Marga

Tahunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis
Sempadan Sungai dan Danau

Bappelitbang




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa{ Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
78 | Statistik Sektoral | Data dugaan Pelanggaran Bangunan Liar di Area Dinas Cipta Karya, Bina Tahunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Bappelitbang
Sempadan Sungai Kontruksi dan Tata Perumahan Rakyat Nomor
Ruang; Dinas Sumber 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis
Daya Air dan Bina Sempadan Sungai dan Danau
Marga
79 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan Peraturan Daerah terkait Bangunan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun Bappelitbang
Gedung Praja; Dinas Cipta Karya, 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Bina Kontruksi dan Tata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Ruang tentang Bangunan Gedung
80 | Statistik Sektoral | Data dugaan Pelanggaran Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya, Bina Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun Bappelitbang
Kontruksi dan Tata 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Ruang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
81 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan Parkir Liar Dinas Perhubungan Tahunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bappelitbang
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
82 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Parkir Liar Dinas Perhubungan Tahunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bappelitbang
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
83 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan pelanggaran PKL Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Praja 4 Tahun 2011 Tentang. Penataan dan
Pembinaan PKL
84 | Statistik Sektoral | Data dugaan pelanggaran PKL Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Mikro, Kecil dan 4 Tahun 2011 Tentang. Penataan dan
Menengah; Kecamatan Pembinaan PKL
85 | Statistik Sektoral | Data Penertiban Pasar Tumpah Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun Bappelithang

Praja

2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
86 | Statistik Sektoral | Data dugaan Pelanggaran Pasar Tumpah Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun Bappelitbang
Mikro, Kecil dan 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Menengah; Kecamatan; Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
PD Pasar dan Toko Modern
87 | Statistik Sektoral | Data Penertiban PPKS Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Menteri Sosial Republik Bappelitbang
Praja; Dinsos Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial
88 | Statistik Sektoral | Data PPKS Dinas Sosial Tahunan Peraturan Menteri Sosial Republik Bappelitbang
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial
89 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan Bangunan yang menggunakan Fasilitas | Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Umum Praja, Dinas Cipta Karya, Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Bina Kontruksi dan Tata Gedung
Ruang
90 | Statistik Sektoral | Data dugaan pelanggaran bangunan yang menggunakan Dinas Cipta Karya, Bina Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
fasilitas umum Kontruksi dan Tata Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Ruang; Dinas Perumahan Gedung
dan Kawasan
Pemukiman; Dinas
Sumber Daya Air dan
Bina Marga
91 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan penebangan pohon Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Bappelitbang
Praja tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan
92 | Statistik Sektoral | Data dugaan pelanggaran penebangan pohon Dinas Perumahan dan Tahunan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Bappelitbang

Kawasan Pemukiman

tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
93 | Statistik Sektoral | Data Penegakkan mengenai pelanggaran perizinan Kementrian Pendidikan Tahunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Bappelitbang
terkait bangunan di area cagar budaya dan Kebudayaan, Satuan tentang Cagar Budaya
Polisi Pamong Praja
94 | Statistik Sektoral | Data dugaan pelanggaran perizinan terkait bangunan di Dinas Kebudayaan dan Tahunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Bappelitbang
area cagar budaya Pariwisata tentang Cagar Budaya
95 | Statistik Sektoral | Data Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Bangunan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Liar Praja, Dinas Cipta Karya, 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum,
Bina Kontruksi dan Tata Ketenteraman, dan Perlindungan
Ruang Masyarakat
96 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Bangunan Liar Dinas Cipta Karya, Bina Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Kontruksi dan Tata 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum,
Ruang Ketenteraman, dan Perlindungan
Masyarakat
97 | Statistik Sektoral | Data Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Penglolaan Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Sampah Praja Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
98 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Kegiatan Usaha yang Tidak Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Menyediakan Tempat Sampah dan Kebersihan Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
99 | Statistik Sektoral | Data Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Praktek Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Bappelitbang
Asusila Dan/Atau Prostitusi Praja Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang
100 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Perlunya Penindakan Dinas Sosial Tahunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Bappelitbang

mengenai Praktek Asusila dan/atau Prostitusi

Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
101 | Statistik Sektoral | Data Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Praja; Badan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Kepegawaian dan Sipil Negara
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
102 | Statistik Sektoral | Data Target Peserta Bimbingan Teknis Aparatur Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Praja, Badan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Kepegawaian dan Sipil Negara
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
103 | Statistik Sektoral | Data Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Minuman Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Beraikohol Praja 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan,
Pengawasan, Dan Pengendalian
Minuman Beralkohol
104 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Minuman Beralkohol Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Perindustrian, Dinas 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan,
Penanaman Modal dan Pengawasan, Dan Pengendalian
Pelayanan Terpadu Satu Minuman Beralkohol
Pintu
105 | Statistik Sektoral | Data Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Perizinan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Bappelitbang
Usaha Praja Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha
106 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal Tahunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Satu Pintu Berusaha
107 | Statistik Sektoral | Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Kesesuaian Zona | Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Reklame / Perizinan Praja 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Reklame
108 | Statistik Sektoral | Data Dugaan Pelanggaran Kesesuaian Zona Reklame / Dinas Penanaman Modal Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang

Perizinan

dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Reklame




Perangkat

Neo Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
109 | Statistik Sektoral | Data Laporan patroli pengawasan dengan mobil Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
penyuluhan Praja 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
110 | Statistik Sektoral | Data jadual rencana patroli pengawasan dengan mobil Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
penyuluhan Praja 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
111 | Statistik Sektoral | Data Laporan kegiatan sosialisasi pembinaan dan Satuan Polisi Pamong Triwulan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
penyuluhan Praja 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
112 | Statistik Sektoral | datajadwal rencana kegiatan sosialisasi pembinaan dan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
penyuluhan Praja 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
113 | Statistik Sektoral | Data mobilisasi Satgas Linmas Satuan Polisi Pamong Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Praja dalam rangka patroli lingkungan Praja 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja
114 | Statistik Sektoral | Data Jadual Rencana mobilisasi Satuan Polisi Pamong Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Praja dalam rangka patroli lingkungan Praja 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja
115 | Statistik Sektoral | Data laporan mobilisasi Satgas Linmas Kecamatan dan Kecamatan Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang

Satlinmas dalam rangka patroli lingkungan

06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
116 | Statistik Sektoral | Data Jadual Rencana mobilisasi Satgaslinmas Kecamatan Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Kecamatan dan Satlinmas dalam rangka patroli 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
lingkungan Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja
117 | Statistik Sektoral | Data laporan mobilisasi Satgas Linmas Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Pamong Praja dalam rangka perbantuan penanganan Praja 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
kebencanaan Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja
118 | Statistik Sektoral | Data Jadual Rencana mobilisasi Satgas Linmas Satuan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Bappelitbang
Polisi Pamong Praja dalam rangka perbantuan Praja, Dinas Kebakaran Tahun 2022 tentang Kedudukan,
penanganan kebencanaan (kejadian kebencanaan dari dan Penganggulangan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Kebakaran dan Penganggulangan Bencana) Bencana Serta tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja
119 | Statistik Sektoral | Data laporan mobilisasi Satgas Linmas Kecamatan dan Kecamatan Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Bappelitbang
Satlinmas dalam rangka perbantuan penanganan Tahun 2022 tentang Kedudukan,
kebencanaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja
120 | Statistik Sektoral | Data Jadual Rencana mobilisasi Satgas Linmas Kecamatan, Dinas Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Bappelitbang
Kecamatan dan Satlinmas dalam rangka perbantuan Kebakaran dan Tahun 2022 tentang Kedudukan,
penanganan kebencanaan (kejadian kebencanaan dari Penganggulangan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Kebakaran dan Penganggulangan Bencana) Bencana Serta tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja
121 | Statistik Sektoral | Data laporan Pembinaan dan/atau Pelatihan Regu Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang
Praja, Kecamatan 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa/Kelturahan
122 | Statistik Sektoral | Data Rencana Pembinaan dan/atau Pelatihan Regu Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang

Pengamanan Lingkunga

Praja, Kecamatan

19 Tahun 2007 tentang Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
123 | Statistik Sektoral | Data Pembinaan dan/atau Pelatihan Satuan Perlindungan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Masyarakat dalam Penanganan Kebencanaan Praja, Dinas Kebakaran 626 Tahun 2017 tentang Pembentukan
dan Penganggulangan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Bencana, Kecamatan Pelaksana Penanggulangan Bencana
Kota Bandung
124 | Statistik Sektoral | Data Rencana Pembinaan dan/atau Pelatihan Satuan Satuan Polisi Pamong Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Praja, Dinas Kebakaran 626 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Kebencanaan dan Penganggulangan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Bencana, Kecamatan Pelaksana Penanggulangan Bencana
Kota Bandung
125 | Statistik Sektoral | Data laporan Pembinaan dan/atau Pelatihan Satuan Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Bappelitbang
Perlindungan Masyarakat dalam rangka Bela Negara Praja, Kesbangpol, tentang Penanggulangan Bencana
Kecamatan
126 | Statistik Sektoral | Data Jadual Rencana Pembinaan dan/atau Pelatihan Satuan Polisi Pamong Tahunan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Bappelitbang
Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Bela Praja, Kesbangpol, tentang Penanggulangan Bencana
Negara Kecamatan
127 | Statistik Sektoral | Indeks Risiko Bencana (IRB) Dinas Perumahan dan Tahunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Bappelitbang
Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
128 | Statistik Sektoral | Persentase layanan Bencana penyelamatan dan evakuasi Dinas Kebakaran dan Tahunan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor Bappelitbang
korban kebakaran Penganggulangan 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Bencana Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota
129 | Statistik Sektoral | Persentase Penurunan Kawasan Kumuh Kriteria Ketidak Dinas Kebakaran dan Tahunan Peraturan Badan Nasional Bappelitbang
tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Penganggulangan Penanggulangan Bencana Nomor 7
Bencana Tahun 2022 tentang Rencana Nasional

Penanggulangan Bencana Tahun 2020-
2024




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prieritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
130 | Statistik Sektoral | Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bappelitbang
Sarana Proteksi Kebakaran Penganggulangan tentang Penanggulangan Bencana
Bencana
131 | Statistik Sektoral | Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bappelitbang
dan bencana kondisi baik Penganggulangan tentang Penanggulangan Bencana
Bencana
132 | Statistik Sektoral | Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bappelitbang
Penganggulangan tentang Penanggulangan Bencana
Bencana
133 | Statistik Sektoral | Persentase korban bencana alam dan sosial yang Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bappelitbang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Penganggulangan Tentang Penanggulangan Bencana.
tanggap darurat bencana kab/kota Bencana
134 | Statistik Sektoral | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bappelitbang
Penganggulangan tentang Pemerintah
Bencana
135 | Statistik Sektoral | Indeks Kesiapsiagaan Kebakaran Dinas Kebakaran dan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bappelitbang
Penganggulangan tentang Penanggulangan Bencana
Bencana
136 | Statistik Sektoral | Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tahunan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun | Bappelitbang
2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
137 | Statistik Sektoral | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI Triwulanan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun | Bappelitbang
2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
138 | Statistik Sektoral | Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dinas Sosial Tahunan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Bappelitbang
Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial
139 | Statistik Sektoral | Data Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bappelitbang

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Kementrian Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
140 | Statistik Sektoral | Data tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bappelitbang
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Kementrian Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024
141 | Statistik Sektoral | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bappelitbang
meningkat produktivitasnya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Kementrian Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024
142 | Statistik Sektoral | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bappelitbang
negeri tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
143 | Statistik Sektoral | Data tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bappelitbang
pelatihan kerja tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
144 | Statistik Sektoral | Data kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 Bappelitbang
tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian
145 | Statistik Sektoral | Persentase pekerja pada perusahaan yang menerapkan Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang
perlindungan hak — hak pekerja dan dialog sosial tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
146 | Statistik Sektoral | Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang
Ketenagakerjaan tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
147 | Statistik Sektoral | Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang

(Formal)

tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
148 | Statistik Sektoral | Jumlah Peserta Program SISN Ketenagakerjaan (Non Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang
Formal) tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
149 | Statistik Sektoral | Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang
Ketenagakerjaan tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
150 | Statistik Sektoral | Jumlah Peserta Program SISN Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bappelitbang
(Formal) tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
151 | Statistik Sektoral | Jumlah Peserta Program SJISN Ketenagakerjaan (Non Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bappelitbang
Formal) Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian Tahun 2010-2025
152 | Statistik Sektoral | Upah rata-rata perbulan Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun Bappelitbang
2023 tentang Pengupahan
153 | Statistik Sektoral | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang
19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2024
154 | Statistik Sektoral | Persentase setengah pengangguran Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang
19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2024
155 | Statistik Sektoral | Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
156 | Statistik Sektoral | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 Pemerintah Provinsi Tahunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Bappelitbang

Jawa Barat

Transmigrasi No PER.01/MEN/1980
tahun 1980 tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Pada Konstruksi
Bangunan.




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
157 | Statistik Sektoral | Jumlah peserta program jaminan sosial bidang Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Bappelitbang
ketenagakerjaan Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kota Bandung

158 | Statistik Sektoral | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN Pemerintah Provinsi Tahunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bappelitbang

berdasarkan okupast Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja

159 | Statistik Sektoral | Data LPK se Kota Bandung Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang — Undang Nomor 13 Tahun Bappelitbang
2003 tentang Ketenagakerjaan

160 | Statistik Sektoral | Data LPK yang teraakreditasi Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang — Undang Nomor 13 Tahun Bappelitbang
2003 tentang Ketenagakerjaan

161 | Statistik Sektoral | Data Peraturan Perusahaa Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Undang — Undang Nomor 13 Tahun Bappelitbang
2003 tentang Ketenagakerjaan

162 | Statistik Sektoral | Data Perjanjian Kerja Bersama Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Undang — Undang Nomor 13 Tahun Bappelitbang
2003 tentang Ketenagakerjaan

163 | Statistik Sektoral | Data Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Bappelitbang
Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

164 | Statistik Sektoral | Data LKS Bipratit Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Bappelitbang
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan

165 | Statistik Sektoral | Data Seringkat Pekerja Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Bappelitbang
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah
Minimum

166 | Statistik Sektoral | Data Perusahaan dari WL KP Dinas Ketenagakerjaan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun Bappelitbang

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja




Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

167

Statistik Sektoral

Data Upah Minimum Kota (UMK)

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing

Bappelitbang

168

Statistik Sektoral

Data pekerja yang di PHK

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses
Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja
Migran Indonesia

Bappelitbang

169

Statistik Sektoral

Data Tenaga Kerja Asing

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Bappelitbang

170

Statistik Sektoral

Data Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Bappelitbang

171

Statistik Sektoral

Data Job Canvasing

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Bappelitbang

172

Statistik Sektoral

Data Bursa Kerja Khusus

Dinas Ketenagakerjaan

Tahunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bappelitbang

173

Statistik Sektoral

Data Padat Karya

Dinas Ketenagakerjaan

Triwulan

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun
2023 tentang Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan

Bappelitbang

174

Statistik Sektoral

Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Yang Sesuai
Ketentuan

Badan Pusat Statistik

Setiap 5 tahun

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan

Bappelitbang




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
175 | Statistik Sektoral | Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun Bappelitbang
2023 tentang Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan
176 | Statistik Sektoral | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun Bappelitbang
2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional
177 | Statistik Sektoral | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Dinas Ketenagakerjaan Triwulan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Bappelitbang
tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
178 | Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas Pemberdayaan Tahunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Bappelitbang
Perempuan dan tentang Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Anak
179 | Statistik Sektoral | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Dinas Pemberdayaan Tahunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Bappelitbang
Perempuan dan tentang Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Anak
180 | Statistik Sektoral | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Dinas Pemberdayaan Tahunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Bappelitbang
Perempuan dan tentang Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Anak
181 Data Sektoral Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan Ambang Batas | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
+/- 10% dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
182 | Data Sektoral | Persentase Nilai Angka Kecukupan Protein (AKP) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
183 | Data Sektoral | Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan Ambang Batas | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang

+/- 10%

dan Pertanian

Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
184 | Data Sektoral | Persentase Nilai Angka Kecukupan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
185 Data Sektoral Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan Ambang Batas | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
+/- 10% dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
186 | Data Sektoral Persentase Nilai Angka Kecukupan Protein (AKP) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
187 | Data Sektoral | Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan Ambang Batas | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
+/- 10% dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
188 | Data Sektoral Persentase Nilai Angka Kecukupan Protein (AKP) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
dan Pertanian Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang
Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
189 | Data Sektoral | Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Mingguan Peraturan Menteri Perdagangan Republik | Bappelitbang
dan Pertanian Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Perdagangan di Bidang Stabilisasi Harga
dan Distribusi Pangan
190 | Data Sektoral Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
miskin dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
191 Data Sektoral Jumlah Masyarakat Miskin Kota Bandung Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
192 | Data Sektoral Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
193 Data Sektoral Cadangan Beras Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
194 | Data Sektoral Cadangan Jagung Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
195 | Data Sektoral | Cadangan Kedelai Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
196 | Data Sektoral | Cadangan Bawang Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
197 | Data Sektoral | Cadangan Cabai Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
198 Data Sektoral Cadangan Daging Unggas Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
199 | Data Sektoral | Cadangan Telur Unggas Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
200 | Data Sektoral | Cadangan Ruminansia Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
201 Data Sektoral | Cadangan Gula Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
202 | Data Sektoral Cadangan Minyak Goreng Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
203 Data Sektoral Cadangan Ikan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2022 Tentang Penyelenggaraan Pangan
Bagi Pemerintah Daerah
204 | Data Sektoral | Jumlah Sampel Pangan Segar Yang Aman Asal Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Tumbuhan dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
205 Data Sektoral Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Diperiksa dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
206 | Data Sektoral | Jumlah Pembudidaya Ikan yang diberdayakan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
207 | Data Sektoral | Jumah Pembudidaya Ikan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
208 | Data Sektoral Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Perikanan dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
209 | Data Sektoral | Jumlah Pelaku Usaha Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
210 | Data Sektoral | Produksi Olahan Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
211 Data Sektoral | Jumlah Petani Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
212 | Data Sektoral | Jumlah Peternak Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
213 Data Sektoral Jumlah Petani Padi Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
214 | Data Sektoral Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Peternakan dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
215 Data Sektoral Data kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
216 | Data Sektoral | Data kasus kematian unggas Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
217 | Data Sektoral | Data pengaduan masyarakat lainnya terkait potensi Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
ZOonosis dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
218 | Data Sektoral | Pelaku Usaha Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
219 | Data Sektoral | Data Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Perubahan Iklim Bagi Pertanian dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
220 | Data Sektoral | Jumlah Kelompok Tani Kelas Minimal Lanjut Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
221 Data Sektoral Jumlah Kelompok Tani Semua Kategori Kelas Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
222 | Data Sektoral | Jumlah Konsumsi Ikan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
223 Data Sektoral Target Konsumsi lTkan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
224 | Data Sektoral Tingkat Konsumsi Ikan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
225 | Data Sektoral Skor pola pangan harapan (PPH) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
226 | Data Sektoral | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
ikan per kapita Pertanian
227 | Data Sektoral | Jumlah Kelurahan Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
228 | Data Sektoral Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
229 | Data Sektoral | Produksi tanaman pangan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
230 | Data Sektoral | Produksi hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
231 Data Sektoral Populasi ternak Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
232 | Data Sektoral | Produksi perkebunan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
233 Data Sektoral Jumlah pembudidaya ikan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
234 | Data Sektoral Jumlah pembudidaya ikan diberdayakan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
235 Data Sektoral Jumlah binaan yang terlatih dan berpotensi menjadi Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
pelaku usaha dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
236 | Data Sektoral Produksi Olahan Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
237 | Data Sektoral | Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang aman | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
yang berlaku dalam kurun waktu tertentu Pertanian
238 | Data Sektoral | Jumlah Lapran Kasus Penyakit Zoonosa Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
239 | Data Sektoral Jumlah Laporan Kasus Penyakit Zoonosa yang Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
ditanggapi dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
240 | Data Sektoral Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang

dan Pertanian

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa{ Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
241 | Data Sektoral | Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
242 | Data Sektoral Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang aman | Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dikonsumsi di pedagang di satu tempat sesuai standar dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
yang berlaku dalam kurun waktu tertentu Pertanian
243 Data Sektoral Jumlah petani dan peternak yang diberikan pelatihan Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
244 | Data Sektoral Jumlah Petani yang mengikuti AUTP Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
245 | Data Sektoral | Jumlah Petani Padi Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
246 | Data Sektoral | Jumlah OPT DPI yang ditindaklanjuti Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian :
247 | Data Sektoral Jumilah kelompok tani kategori kelas minimal lanjut Dinas Ketahanan Pangan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Bappelitbang
dan Pertanian 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian
248 | Statistik Sektoral | Indeks kualitas lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Permen Lingkungan Hidup dan Bappelitbang
dan Kebersihan Kehutanan Nomor27 Tahun 2021
tentang Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
249 | Statistik Sektoral | Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq) Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Undang-Undang Nomor32 tahun 2009 Bappelitbang
dan Kebersihan tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
250 | Statistik Sektoral | Persentase Hidup Sungai dengan Status Indeks Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang

Pencemaran“Cemar Ringan -

dan Kebersihan

1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
251 | Statistik Sektoral | Jumlah dokumen kebijakan lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
252 | Statistik Sektoral | Cakupan kawasan konservasi terpelihara - Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
253 | Statistik Sektoral | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang | Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
diterapkan dalam pembangunan dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
254 | Statistik Sektoral | Persentase pelaku usaha yang taat Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
255 | Statistik Sektoral | Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
256 | Statistik Sektoral | Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kinerjanya dalam rangka PPLH Perlindungan dan Pengelolaan LH
257 | Statistik Sektoral | Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
dan Kebersihan 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan LH
258 | Statistik Sektoral | Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang
dan Kebersihan Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
259 | Statistik Sektoral | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang
Sampah (%) dan Kebersihan Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
260 | Statistik Sektoral | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang

Pengumpulan Sampah (%)

dan Kebersihan

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran p
engusul
261 | Statistik Sektoral | Persentase pengurangan sampah - Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang
dan Kebersihan Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
262 | Statistik Sektoral | Persentase sampah yang ditangani - Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang
dan Kebersihan Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
263 | Statistik Sektoral | Cakupan penanganan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Tahunan Peraturan Derah Kota Bandung Nomor 9 Bappelitbang
dan Kebersihan Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
264 | Statistik Sektoral | Data Konsolidasi Bersih : Master Data Penduduk Kota Ditjen Dukcapil Semesteran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang
Bandung 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
dan Administrasi Kependudukan
265 | Statisti Sktoral | total fertility rate (TFR) maksimal Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Berencana Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal
Esensial
266 | Statisti Sktoral | presentase kampung keluarga berkualitas mandiri dan Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Badan Kependudukan dan Bappelitbang
berkelanjutan Penduduk dan Keluarga Keluarga Berencana Nasional Nomor 20
Berencana Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualita
267 | Statisti Sktoral | indeks pembangunan keluarga (iBangga) dimensi Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Badan Kependudukan dan Bappelitbang

kebahagiaan

Penduduk dan Keluarga
Berencana

Keluarga Berencana Nasional Nomor 20
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
268 | Statisti Sktoral | m-CPR Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Berencana Rekam Medis
269 | Statisti Sktoral | Unmeet Need Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Badan Kependudukan dan Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga Keluarga Berencana Nasional Nomor 9
Berencana Tahun 2019 tentang Pemenuhan
Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi
Bagi Pasangan Usia Subur Dalam
Pelayanan Keluarga Berencana
270 | Statisti Sktoral | persentase penurunan kampung keluarga berkualitas Dinas Pengendalian Tahunan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Bappelitbang
dasar Penduduk dan Keluarga tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Berencana Kampung Keluarga Berkualitas
271 | Statisti Sktoral | persentase klasifikasi rumah dataku paripurna Dinas Pengendalian Tahunan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Berencana Kampung Keluarga Berkualitas
272 | Statisti Sktoral | persentase sekolah siaga kependudukan (SSK) aktif Dinas Pengendalian Tahunan Keputusan Kepala BKKBN Nomor Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga 11/KEP/D3/2022 Tentang Sekolah Siaga
Berencana Kependudukan dengan Kriteria
Paripurna Tahun 2021
273 | Statisti Sktoral | penurunan angka pernikahan dini Dinas Pengendalian Tahunan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Bappelitbang
Penduduk dan Keluarga tentang Perubahan atas Undang-undang
Berencana Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
274 | Statisti Sktoral | persentase sasaran kelompok kegiatan (POKTAN) yang Dinas Pengendalian Tahunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Bappelitbang
aktf Penduduk dan Keluarga 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang
Berencana Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan
Gabungan Kelompok Tani
275 | Statistik Sektoral | Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Non Dinas Perhubungan Tahunan Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI Bappelitbang

Perhubungan)

1997 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
276 | Statistik Sektoral | Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Dinas Perhubungan Tahunan Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI Bappelitbang
Perhubungan 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
277 | Statistik Sektoral | Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Tahunan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Bappelitbang
Informatika Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan
Standar Teknis dan Prosedur Keamanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
278 | Statistik Sektoral | Jumiah OPD Pemda Kota Bandung yang telah Dinas Komunikasi dan Tahunan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Bappelitbang
Menyusun Draf Informasi Publik Sebagaimana Diatur Informatika Tahun 2023 Tentang Rencana
dalam UU Nomorl4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
Informasi Publik
279 | Statistik Sektoral | Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Tahunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Bappelitbang
Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU K1P)
280 | Statistik Sektoral | Cakupan fasilitasi izin usaha simpan pinjam sesuai Dinas Koperasi, Usaha Tahunan PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, Bappelitbang
prosedur Mikro, Kecil dan pelindungan dan pemberdayaan koperasi
Menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah
Perda Kota Bandung Nomor 8 tahun
2023 tentang kemudahan, pemberdayaan,
pengembangan, pengawasan dan
pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro
281 | Statistik Sektoral | Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Bappelitbang
perundang-undangan Mikro, Kecil dan Mikro RI Nomor 9 tahun 2020 tentang
Menengah Pengawasan Koperasi
282 | Statistik Sektoral | Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Bappelitbang

Mikro, Kecil dan
Menengah

Mikro RI Nomor 9 tahun 2020 tentang
Pengawasan Koperasi




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
283 | Statistik Sektoral | Persentase koperasi yang meningkat omsetnya Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Bappelitbang
Mikro, Kecil dan Mikro Rl Nomor 9 tahun 2020 tentang
Menengah Pengawasan Koperasi
284 | Statistik Sektoral | Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Bappelitbang
usahanya Mikro, Kecil dan Mikro RI Nomor 9 tahun 2020 tentang
Menengah Pengawasan Koperasi
285 | Statistik Sektoral | Persentase usaha nonformal yang meningkat Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun Bappelitbang
kemampuan usahanya Mikro, Kecil dan 2012 tentang Koordinasi Penataan dan
Menengah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
286 | Statistik Sektoral | Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun Bappelitbang
Mikro, Kecil dan 2012 tentang Koordinasi Penataan dan
Menengah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
287 | Statistik Sektoral | Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun Bappelitbang
meningkat Mikro, Kecil dan 2012 tentang Koordinasi Penataan dan
Menengah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
288 | Statistik Sektoral | Persentase Koperasi yang terfasilitasi akta notaris Dinas Koperasi, Usaha Tahunan Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun Bappelitbang
Koperasi Mikro, Kecil dan 2012 tentang Koordinasi Penataan dan
Menengah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
289 | Statistik Sektoral | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal | Triwulanan dan | Peraturan Menteri Pendayagunaan Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Tahunan Aparatur Negara Dan Reformasi
Satu Pintu Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik
290 | Statistik Sektoral | Realisasi PMDN dan PMA Dinas Penanaman Modal | Triwulanan dan | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang

dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tahunan

4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal- Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
291 | Statistik Sektoral | Jumlah PMDN/PMA Dinas Penanaman Modal Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Satu Pintu Penanaman Modal
Statistik Sektoral | Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Tahunan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Satu Pintu Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman
Modal
Statistik Sektoral | Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman modal Dinas Penanaman Modal Tahunan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Modal Republik Indonesia Nomor 6
Satu Pintu Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal.
292 | Statistik Sektoral | Persentase penanganan advokasi dan pengaduan yang Dinas Penanaman Modal Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
ditindaklanjuti dan Pelayanan Terpadu Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Satu Pintu Pelayanan Publik
Statistik Sektoral | Rata-rata waktu layanan perizinan Dinas Penanaman Modal Tahunan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Pelayanan Publik
Satu Pintu
Statistik Sektoral | Rata-rata waktu respon pengaduan Dinas Penanaman Modal Tahunan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bappelitbang
dan Pelayanan Terpadu Pelayanan Publik
Satu Pintu
293 | Statistik Sektoral | Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam Dinas Penanaman Modal Tahunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bappelitbang
menyampaikan LKPM dan Pelayanan Terpadu tentang Penanaman Modal
Satu Pintu
294 | Statistik Sektoral | Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi | Dinas Penanaman Modal Tahunan Peraturan Menteri Keuangan Republik Bappelitbang

tepat waktu

dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum




Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

295

Statistik Sektoral

Persentase organisasi pemuda yang aktif Positif

Dinas Pemuda dan
Olahraga

Tahunan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2023 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020-2024

Bappelitbang

296

Statistik Sektoral

Angka Pembangunan Olahraga aspek SDM, partisipasi,
dan kebugaran jasmani

Dinas Pemuda dan
Olahraga

Tahunan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengukuran
Indeks Pembangunan Olahraga

Bappelitbang

297

Statistik Sektoral

Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi
Kepramukaan

Dinas Pemuda dan
Olahraga

Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Petunjuk Teknis Bagian Dana
Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya

Bappelitbang

298

Statistik Sektoral

Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Tahunan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31
Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun
2021 tentang Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun
2021-2025.

Bappelitbang

299

Statistik Sektoral

Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada
Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan
Siber pada Skor Minimal 2,59

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Tahunan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31
Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun
2021 tentang Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun
2021-2025.

Bappelitbang

300

Statistik Sektoral

Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang
dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Tahunan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan

Bappelitbang

301

Statistik Sektoral

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas (wajib KTP)
yang mengunjungi peninggalan sejarah (dari 1.830.185
data Disdukcapil)

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Tahunan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan

Bappelitbang




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal' Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
302 | Statistik Sektoral | Persentase cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan dan Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Pariwisata Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya. PP Nomor 1/2022
303 | Statistik Sektoral | Nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat Dinas Perpustakaan dan Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Kearsipan Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
304 | Statistik Sektoral | Nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan Dinas Perpustakaan dan Tahunan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor Bappelitbang
sumber informasi Kearsipan 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Perpustakaan Nasional
305 | Statistik Sektoral | Nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan Dinas Perpustakaan dan Tahunan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor Bappelitbang
sumber informasi Kearsipan 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Perpustakaan Nasional
306 | Statistik Sektoral | Meningkatnya pemajuan kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Pariwisata Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan
307 | Statistik Sektoral | Meningkatnya kunjungan wisatawan Dinas Kebudayaan dan Bulanan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
Pariwisata 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kepariwasataan
308 | Statistik Sektoral | Meningkatnya daya saing ekosistem ekonomi kreatif Dinas Kebudayaan dan Tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Bappelitbang
kota Pariwisata 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif
309 | Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Perpustakaan dan Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang

Kearsipan

I8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional
Rl Tahun 2020 - 2024




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal‘ Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
310 | Statistik Sektoral | Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Tahunan Undang-Undang Republik Indonesia Bappelitbang
Kearsipan Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
311 | Statistik Sektoral | Nilai Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Tahunan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun Bappelitbang
Kearsipan 2019 tentang Pengawasan Kearsipan,
Arsip Nasional Republik Indonesia
312 | Statistik Sektoral | Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun Bappelitbang
Perindustrian 1948 tentang Penetapan Pembatasan
Harga dari Barang-Barang Penting
313 | Statistik Sektoral | Pertumbuhan Nilai Ekspor Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Bappelitbang
Perindustrian Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor
dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
314 | Statistik Sektoral | Persentase tera/teraulang sesuai prosedur Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun Bappelitbang
Perindustrian 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari
Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
315 | Statistik Sektoral | Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Menteri Perdagangan Republik | Bappelitbang
daya saingnya Perindustrian Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Perizinan Berusaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku
Usaha dalam Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik
316 | Statistik Sektoral | Persentase pelaku IKM non sentra industri yang Dinas Perdagangan dan Tahunan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Bappelitbang

meningkat daya saingnya

Perindustrian

7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah melalui Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Tahun Anggaran 2023




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

317

Statistik Sektoral

Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang
meningkat daya saingnya

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Tahunan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah melalui Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Tahun Anggaran 2023

Bappelitbang

318

Statistik Sektoral

Indeks Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah

Tahunan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2020-2025

Bappelitbang

Statistik Sektoral

Indeks Reformasi Hukum

Sekretariat Daerah

Tahunan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
tentang Penilaian Indeks Reformasi
Hukum

Bappelitbang

320

Statistik Sektoral

Indeks Pelayanan Publik

Sekretariat Daerah

Tahunan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Bappelitbang

321

Statistik Sektoral

Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai
AKIP “Sangat Baik”

Sekretariat Daerah

Tahunan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Bappelitbang




Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

322

Statistik Sektoral

Rata-Rata capaian IKU Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah

Tahunan

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor
PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

Bappelitbang

323

Statistik Sektoral

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang
terselenggara dengan baik

Seluruh PD

Tahunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Bappelitbang

324

Statistik Sektoral

IKM terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Tahunan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bappelitbang

325

Statistik Sektoral

SKM terhadap pelayanan Sekretariat DPRD kepada
Masyarakat

Sekretariat DPRD

Tahunan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi.

Bappelitbang

326

Statistik Sektoral

Jumiah wajib Pajak Daerah Aktif Kota Bandung
berdasarkan jenis pajak

Badan Pedapatan Daerah

Tahunan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Praturan Wali Kota Bandung Nomor 615
Tahun 2013 Tantang Tata Cara
Pelaksanaan Online System Atas Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam
Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak
Daerah

Bappelitbang

Statistik Sektoral

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah kota Bandung
berdasarkan jenis pajak

Badan Pedapatan Daerah

Tahunan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Bappelitbang

328

Statistik Sektoral

Jumlah Kamar Hotel Berdasarkan Klasifikasi Hotel

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Tahunan

Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
tentang Standar Usaha Hotel

Bappelitbang




No

Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

329

Statistik Sektoral

Jumlah Kamar Hotel berdasarksn klasifikasi kamar

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Tahunan

Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
tentang Standar Usaha Hotel

Bappelitbang

330

Statistik Sektoral

Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026,
dan Tahun 2027

Bappelitbang

331

Statistik Sektoral

Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026,
dan Tahun 2027

Bappelitbang

332

Statistik Sektoral

PDRB

Badan Pusat Statistik

Tahunan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2003,
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Bappelitbang

333

Statistik Sektoral

Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan
Daerah

Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota
Bandung

Tahunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2020 tentang Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Bappelitbang

334

Statistik Sektoral

Indeks Dimensi Penerapan Anggaran Dalam APBD

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Tahunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2020 tentang Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Bappelitbang




Jenis Data

Nama Data

Produsen Data

Jadwal
Pemutakhiran

Dasar/Rujukan Prioritas

Perangkat
Daerah
Pengusul

335

Statistik Sektoral

Tingkat Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Tahunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bappelitbang

336

Statistik Sektoral

Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang
telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Tahunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Bappelitbang

337

Statistik Sektoral

Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota)

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Tahunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Keuangan R.1
Nomor 231/PMK.07/2020 tentang
Tatacata Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah, Laporan Data
Bulanan, dan Laporan Pemerintah
Daerah Lainnya

Bappelitbang

338

Statistik Sektoral

Indeks Sistem Merit

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tahunan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Bappelitbang




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwa! Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran Pengusul
339 | Statistik Sektoral | Indeks Profesionalitas ASN Badan Kepegawaian dan Tahunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Bappelitbang
Pengembangan Sumber Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Daya Manusia Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara
340 | Statistik Sektoral | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Tahunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Bappelitbang
Pengembangan Sumber Aparatur Negara dan Reformasi
Daya Manusia Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survi
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayaanan Publik
341 | Statistik Sektoral | Indeks Perlindungan Kebhinekaan Badan Kesatuan Bangsa Tahunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Bappelitbang
dan Politik tentang Hak Asasi Manusia
342 | Statistik Sektoral | Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran Badan Kesatuan Bangsa Tahunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Bappelitbang
dan Politik tentang Hak Asasi Manusia
343 | Statistik Sektoral | Indeks Kebebasan Berkeyakinan Badan Kesatuan Bangsa Tahunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Bappelitbang
dan Politik tentang Hak Asasi Manusia
344 | Statistik Sektoral | Indeks Kebebasan dari Diskriminasi Badan Kesatuan Bangsa Tahunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Bappelitbang
dan Politik tentang Hak Asasi Manusia
345 | Statistik Sektoral | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per-kecamatan Triwulan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bappelitbang
Tentang Pelayanan Publik
346 | Statistik Sektoral | Persentase Kelurahan Unggul Per-kecamatan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun Bappelitbang
2005 tentang Kelurahan
347 | Statistik Sektoral | Persentase Kelurahan Berdaya Per-kecamatan Tahunan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun Bappelitbang
2005 tentang Kelurahan
348 | Statistik Sektoral | Persentase Satlinmas Aktif Per-kecamatan Tahunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bappelitbang

26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Pen‘ll:gz:liran Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pengusul
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. . . . N . ’ tentang tata cara penyelenggaraan i
349 Geospasial Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CTSRST) Konstnll)i(sg dan Tata 2 Tahunan iilf}o?:fasi Geosp aii aly elenggaraa KoKnasrt};ii(gfr?an
uang Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. .. ] ’ tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
350 Geospasial Digital Surface Model (DSM) Konsmlli(sx, dan Tata 5 Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
uang Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. . . . . ’ tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
351 Geospasial Digital Terrain Model (DTM) Konstr\;icus;,n dan Tata 5 Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
g Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. . ) . . ’ tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
352 Geospastal LAS Point (Point Cloud Lidar) Konsm;{kj;,n dan Tata 5 Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
& Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
) . ) ’ tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
533 Geospasial Mosaik Foto Udara Konstrtg(:;ndan Tata 5 Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
g Tata Ruang
Dinas Cipta Karva. Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
354 Geospasial Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:1.000 Wilayah Kota KOHStI‘EkSi dzrlynai‘ata 5 Tahunan tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
P bandung Ruan informasi Geospasial Konstruksi, dan
uang Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . .. . > tent tata | i
355 Geospasial Peta angka anak tidak sekolah jenjang SD, SMP & SMA Konstrlﬁcus;,n c;an Tata Tahunan iﬁtfloz:fas? G:gls’ ;:S?:lye enggaraan Perll)(;i;é?i "
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. G - . . . i tent: tat | i
356 Geospasial Peta angka partisipasi murni jenjang Perguruan Tinggi Konstnﬁ(us;,n cglan Tata Tahunan ilelrt}oar?ngas? é gs: ;;)s?;llye enggaraan Petll)dlirzzls( n
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pengendalian
357 Geospasial Peta angka prevalensi kontrasepsi Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penduduk dan
Ruang Keluarga

Berencana




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Pen'nlaglvlv(zliran Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
" Pengusul
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pengendalian
358 Geospasial Peta angka prevalensi kontrasepsi modern Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penduduk dan
p 8 P
Ruang Keluarga
Berencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . . . . g tentang tata cara penyelenggaraan i
359 Geospasial Peta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Konsm}l;(us;,n (;an Tata Tahunan info rmgasi Geospaiialy 88 Ke]z:}::an
Dinas Ciota Karva. Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
360 Geospasial Peta persentase individu berusia 0-17 tahun yang tidak KonstrSksi dg; Tata Tahunan tentang tata cara penyelenggaraan Kependudukan
P menmiliki akta kelahiran Rumn informasi Geospasial dan Catatan
g Sipil
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
o . Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pemberdayaan
361 Geospasial Petap crsentase "_‘d“"d“ perempuan usia 15-64 yang Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Perempuan dan
mengalami KDRT dalam 6 bulan terakhir .
Ruang Perlindungan
Anak
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. . Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pengendalian
362 Geospasial Peta persentase perempuan usia rep roduksi yang Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penduduk dan
kebutuhan KB tidak terpenuhi
Ruang Keluarga
Berencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . - o . ’ tentang tata cara penyel i
363 Geospasial Peta proporsi keluarga dengan fasilitas sanitasi layak Konstnﬁcus;,n Zan Tata Tahunan iﬁrf}oar?fasi Geo s; ap:;aly clenggaraan K;Z:lﬁan
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . L. . . tentang tata cara penyelenggaraan Dinas Tenaga
364 Geospasial Peta proporsi pekerja informal Konstnﬁc:;}l (;an Tata Tahunan informasi Geospasial Keria g
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
.o ... | Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pemberdayaan
365 Geospasial Peta proporst usia muda atau dewasa yang berpartisipasi Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Perempuan dan
dalam pendidikan formal .
Ruang Perlindungan
Anak
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
' Peta Rasio APK antara perempuan dan laki-laki di Dinas Cipta ’Karya, Bina tentang tgta cara pt?nyelenggaraan Pemberdayaan
366 Geospasial Lo . Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Perempuan dan
jenjang pendidikan SD, SMP & SMA .
Ruang Perlindungan

Anak




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Pen?at(:nvlvcﬁliran Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Y Pengusul
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. . . Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pemberdayaan
367 Geospasial f’ekta rasio APM jenjang SD antara perempuan dan laki Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Perempuan dan
aa Ruang Perlindungan
Anak
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. Peta tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SD, . ’ tentang tata cara penyelenggaraan Dinas
368 Geospasial SMP, & SMA Konstmli(:;,n cglan Tata Tahunan informasi Geospasial Pendidikan
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. - | ‘ tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
369 Geospasial Titik Kontrol Tanah KOHSthfSI’n dan Tata Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
uang Tata Ruang
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas Cipta
. i ; > tentang tata cara penyelenggaraan Karya, Bina
370 Geospasial Toponim Konstn;i{usel‘,ndan Tata Tahunan informasi Geospasial Konstruksi, dan
5 Tata Ruang
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
Sebaran persentase peserta KB aktif (PA) Metode Dinas Cipta Karya, Bina tentang tata cara penyelenggaraan Pengendalian
371 Geospasial . . Konstruksi, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penduduk dan
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Ruang Keluarga
Berencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. tentang tat |
372 Geospasial Peta Risiko Bencana Banjir Konstruksi, dan Tata Tahunan .e? g ggcara pgnly clenggaraan PKebakaraln dan
Ruang informasi Geospasia enanggulangan
Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. .. . . ; tentang tata cara penyelenggaraan
373 Geospasial Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Konstru}icsx, dan Tata Tahunan infor mgasi Geospfsia]y 88 éﬁﬁ;ﬁﬁ;:n
uang Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. > tent tat 1
374 Geospasial Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Konstruksi, dan Tata Tahunan iex; A8 ggcara pe‘:nly elenggaraan I}( ebakaraln dan
Ruang nformasi Geospasia enanggulangan
Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
> tent tat {
375 Geospasial Peta Risiko Bencana Gempabumi Konstruksi, dan Tata Tahunan criang 'ala cara peryelenggaraan Kebakaran dan

Ruang

informasi Geospasial

Penanggulangan
Bencana




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Perl'llagav:(:liran Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
u Pengusul
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. .. . > t tat 1
376 Geospasial Peta Risiko Bencana Kebakaran Konstruksi, dan Tata Tahunan Fer; ang z}écara p§nly cienggaraan Kebakaran dan
Ruang informasi Geospasial Penanggulangan
Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. .. . . tentang tata cara penyelenggaraan Kebakaran dan
377 Geospasial Peta Risiko Bencana Kekeringan Konstrlllim, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penanggulangan
uang Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. - ' ; ) tentang tata cara penyelenggaraan Kebakaran dan
378 Geospasial Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Konstru;us;,n dan Tata Tahunan informasi Geospasial Penanggulangan
& Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. .. . ) tent tat |
379 Geospasial Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Konstruksi, dan Tata Tahunan ‘e? ang z_aécara pe.:nly clenggaraan Kebakaran dan
Ruang intormasi (Geospasial Penanggulangan
Bencana
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. .. . . ’ tentang tata cara penyelenggaraan Bagian Tata
380 Geospasial Peta Batas Administrasi Desa Konstnﬁ(us;,n c;an Tata Tahunan informasi Geospasial Pemerintahan
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Bina Dinas Sumber
. . . . . t tat | .
381 Geospasial Sebaran Bangunan Pengendali Banjir Konstruksi, dan Tata Tahunan tentang tata cara penyelenggaraan Daya Air dan
informasi Geospasial .
Ruang Bina Marga
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Bina Dinas Sumber
. . . . . . ’ t 1 -
382 Geospasial Peta Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS) Konstruksi, dan Tata Tahunan fentang tata cara penyelenggaraan Daya Air dan
informasi Geospasial .
Ruang Bina Marga
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Bina Dinas Sumber
. . ’ t 1 .
383 Geospasial Peta Jalan Kabupaten/Kota Konstruksi, dan Tata Tahunan jcentang gta cara penyelenggaraan Daya Air dan
informasi Geospasial .
Ruang Bina Marga
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Bina 1 Dinas Sumber
384 Geospasial Peta Jalan Nasional Konstruksi, dan Tata Tahunan .tentang fata cara penyelenggaraan Daya Air dan
P informasi Geos 1 f
pasia .
Ruang Bina Marga
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Bina Dinas Sumber
385 Geospasial Peta Jalan Provinsi Konstruksi, dan Tata Tahunan tentang fata cara pe_:nyelenggaraan Daya Air dan
informasi Geospasial X
Ruang Bina Marga




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Pe;:;ivlv(zliran Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
A Pengusul
. . . Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 .
Dinas Cipta Karya, Bina ! Dinas Sumber
386 Geospasial Peta Jalan Tol Konstruksi, dan Tata Tahunan fentang tata cara penyelenggaraan Daya Air dan
informasi Geospasial K
Ruang Bina Marga
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
) i ; ’ tentang tata cara penyelenggaraan Perumahan dan
387 Geospasial Peta Kawasan Permukiman Kumuh Konstrulfshn dan Tata Tahunan informasi Geospasial Kawasan
uang Permukiman
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . A . ; tentang tata cara penyelenggaraan Perumda
388 Geospasial Peta Jaringan Air Limbah Konstnﬁ(:;,n c;an Tata Tahunan informasi Geospasial Tirtawening
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
. . . ) ’ tentang tata cara penyelenggaraan Perumda
389 Geospasial Peta Ketersediaan Air Konstrlﬁ(us;,n c;an Tata Tahunan informasi Geospasial Tirtawening
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
i i ; ’ tentang tata cara penyelenggaraan Perumahan dan
390 Geospasial Peta Sebaran Lokasi Rusunawa Konstniti(sg dan Tata Tahunan informasi Geospasial Kawasan
uang Permukiman
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
] . ) > tentang tata cara penyelenggaraan Dinas
391 Geospasial Peta Sebaran Terminal Konstrllli(‘,ls;,n Zm Tata Tahunan informasi Geospasial Perhubungan
Dinas Ciota K Bi Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
392 Geospasial Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Ir(lgis t;l;:ka;i ﬁa%at;na Tahunan tentang tata cara penyelenggaraan Ketahanan
p Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Rua,n u informasi Geospasial Pangan dan
g Pertanian
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. . ’ tentang tata cara penyelenggaraan Ketahanan
393 Geospasial Peta Lahan Perkebunan Konstn}n{{s;,n dan Tata Tahunan informasi Geospasial Pangan dan
uang Pertanian
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
) . . ; ’ tentang tata cara penyelenggaraan Ketahanan
394 Geospasial Peta Lahan Pertanian Hortikultura Konstnlx{(m, dan Tata Tahunan informasi Geospasial Pangan dan
Hang Pertanian
Dinas Cipta Karya, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
395 Geospasial Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan Konstruksi, dan :l‘ata Tahunan tentang tata cara penyelenggaraan Ketahanan

Ruang

informasi Geospasial

Pangan dan
Pertanian




Perangkat

No Jenis Data Nama Data Produsen Data Jadwal. Dasar/Rujukan Prioritas Daerah
Pemutakhiran
Pengusul
Dins Clots Katys, Bina Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 Dinas
. . z tentang tata cara penyelenggaraan Ketah
396 Geospasial Peta Lahan Peternakan Konstruksi, dan Tata Tahunan informgasi Geospap;ialy 5 Pa?;asrglll
Ruang Pertanian
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